PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Universitas
Maritim Raja Ali Haji dalam melaksanakan pelayanan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat, perlu membentuk
Fakultas Kedokteran pada Universitas Maritim Raja Ali
Haji;

b. bahwa pembentukan Fakultas Kedokteran pada
Universitas Maritim Raja Ali Haji telah mendapatkan
persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi;

c. bahwa ketentuan mengenai fakultas pada organisasi
dan tata kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji sudah
tidak sesuai, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 156);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MARITIM
RAJA ALI HAJL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2023
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja
Ali Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 14

(1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf a terdiri atas:

Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman;

Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik;

Fakultas [lmu Kelautan dan Perikanan;

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim,;

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan; dan

Fakultas Kedokteran.

(2) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e,
terdiri atas:

a. dekan dan wakil dekan;

b. senat fakultas;

C. jurusan;

d. laboratorium/bengkel/studio;

m0 a0 o
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e. Bagian Umum; dan
f.  kelompok jabatan fungsional.
(3) Susunan organisasi Fakultas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf {, terdiri atas:
a. dekan dan wakil dekan;
b senat fakultas;
C. jurusan;
d. laboratorium/bengkel/studio;
e Subbagian Umum; dan
f.  Kelompok jabatan fungsional.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

(1) Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan
mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau
profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan
sumber daya pendukung Program Studi.

(2) Pembentukan jurusan ditetapkan oleh Rektor
sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat
persetujuan  dari  direktur jenderal yang
menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan
tinggi.

(3) Dalam hal Rektor melakukan penutupan jurusan
harus melaporkan kepada direktur jenderal yang
menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan
tinggi.

Diantara Pasal 28 dan Pasal 29, disisipkan 2 (dua)
pasal, yaitu Pasal 28A dan Pasal 28B, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

(1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3) huruf e merupakan wunit
pelaksana administrasi di lingkungan fakultas

(2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum
yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada dekan.

(3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam pelaksanaan tugas
dikoordinasikan oleh wakil dekan sesuai dengan
bidang tugasnya.

Pasal 28B

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28A mempunyai tugas melakukan layanan teknis dan
administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan
alumni serta urusan perencanaan, Kkeuangan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara,
penyiapan bahan kerja sama dan hubungan
masyarakat, dan pelaporan di lingkungan fakultas.
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Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41
Biro Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b mempunyai tugas
melaksanakan urusan keuangan, keprotokolan dan
umum.

Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41, Biro Keuangan dan Umum
menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan urusan keuangan,;
pelaksanaan urusan kepegawaian;
pelaksanaan urusan ketatausahaan;
pelaksanaan urusan keprotokolan;
pelaksanaan urusan kearsipan;
pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
pelaksanaan urusan hukum,;
pelaksanaan urusan organisasi dan
ketatalaksanaan; dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

SR e a0 TP
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Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 80

Ketentuan mengenai struktur UMRAH sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor
8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Universitas Maritim Raja Ali Haji diubah, sehingga
menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Setelah huruf g pada Pasal 83, ditambahkan 1 (satu)
huruf yaitu huruf h, sehingga Pasal 83 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 83

Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua

jurusan, direktur, wakil direktur, kepala biro, kepala

bagian, kepala subbagian, kepala lembaga, dan kepala
unit penunjang akademik di lingkungan UMRAH
bertanggung jawab:

a. memimpin dan mengoordinasikan bawahan;

b. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan
tugas bawahan;

c. menerapkan sistem pengendalian intern di
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik;

d. menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan
tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar
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unit organisasi di lingkungan UMRAH;

e. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian
tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh
jabatan di lingkungan UMRAH,;

f. menyusun dan mengembangkan kebijakan,
program, serta kegiatan berdasarkan rencana
strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan
asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan
akuntabel;

g. menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan kinerja secara akuntabel, terintegrasi,
dan tepat waktu; dan

h. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma
perguruan tinggi dengan mengedepankan
kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

8. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88, disisipkan 1 (satu)
pasal, yaitu Pasal 87A, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87A
Pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan
tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan
pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

W
NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 juli 2024

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

<®#Kumumn§ﬂ

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 393



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Keterangan:

Garis Komando

REKTOR

Dewan

Wakil Rektor

Perencanaan

Bidang Akademik dan

Pertimbangan

Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan, Alumni, dan
Kerja Sama

Wakil Rektor Bidang Keuangan dan
Umum

Satuan Pengawas
Internal

Biro Akademik, Perencanaan,

Biro Keuangan dan
mum

Kemahasiswaan, dan Kerja

(

|
Fakultas |

1
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Pengabdian Kepada

Bagian
Masyarakat
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Lembaga Penelitian dan
Akademik

Bagian
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Lembaga Penjaminan Mutu dan J

Garis Koordinasi

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
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NADIEM ANWAR MAKARIM




		2024-07-12T11:05:25+0700


		2024-07-12T16:48:36+0700


		2024-07-12T16:48:43+0700


		2024-07-16T10:00:51+0700




